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MOTTO

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa 4 ayat 29)[footnoteRef:2] [2: 	 Al-Qur’an Dan Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,  At-Tayyib, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 4 : 29.] 















ABSTRAK
Siti Mabruro. 2021, Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo).Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.Hi (II) Ahmad Muzakki, S.Sy.,M.H.

Kata Kunci :   Jual Beli, Sistem Ijon, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.
 
	Penelitian ini dilatar belakangi adanya jual beli mangga dengan sistem ijon di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten  Probolinggo. Dalam jual beli mangga dengan sistem ijon pemilik pohon menjual mangga ke tengkulak dengan menerima harga di muka. Dalam jual beli tersebut keadaan buah masih berbentuk bunga sehingga ukuran dan kualitas belum diketahui hasilnya. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didesa liprak kulon?, 2. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam di desa liprak kulon? 
	Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verikasi. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penentuan harga berdasarkan pengamatan bunga di pohon mangga, dapat menghindari persaingan di pasaran yang menguntungkan maupu merugikan, Pembayaran dilakukan dimuka dengan 1/3 untuk mengantisipasi permintaan buah di pasaran, Pemilik pohon memilih jual beli mangga dengan sistem ijon, tidak perlu mempersiapkan biaya panen dan tranportasi. 2. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melanggar Pasal 6, Pasal 24 nomor 1 huruf (a) dan Pasal 18 nomor 1 huruf (d), b. Jual beli menurut hukum islam dalam kemanfaatan bentuk, wujud dan jumlah serta akadnya tidak sah.
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1

BAB I
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Jual beli adalah menukar suatu barang kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukar, yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Jual beli juga dilakukan dengan menukar dengan harta yang lain dengan cara saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya.[footnoteRef:3] [3: Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH,  2010), 174.] 

Menurut imam Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah jual beli sah apabila sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perilaku tersebut. Menurut imam Syafi’i adalah jual beli harus menggunakan lafal yang sharih, dengan ijab dan qabul. 
Surat yusuf 12 ayat 20 :
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهَمَ مَعْدُوْدَةٍ ؤَكاَنُوْا فِيْهَ مَنَ الزَّهِدِيْنَ 
Dan mereka menjual yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada (Qs. Yusuf 12, 20).[footnoteRef:4] [4: 	 Al-Qur’an Dan Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,  At-Tayyib, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 12 : 20.] 






Dalam jual beli sekarang ini banyak yang menggunakan unsur gharar, padahal dalam persyaratan jual beli tidak diperbolehkan menggunakan unsur gharar. Karena gharar mengandung unsur penipuan didalam transaksi kedua belah pihak yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang
19

menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang hingga menimbulkan dari pihak kedua dirugikan. 
	Menurut Al-Qarafi gharar yaitu suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah akad terlaksana atau tidak. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik ada maupun tidak.[footnoteRef:5]  [5:  Hasan, M. Ali, BERBAGAI MACAM TRANSAKSI DALAM ISLAM (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), 147.] 

Surat An-Nisa 4 ayat 29 :
يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa 4, 29).[footnoteRef:6] [6: 	 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada), 2.] 


Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan, bahwa jual beli merupakan bukan hal yang mudah, karena dari pihak produsen maupun konsumen, dengan melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Hal ini menjadikan yang menjual yang mengerti akan seluk beluk hukum akan mempermainkan pembeli. 
Maka itu masyarakat yang sekarang harus lebih paham untuk transaksi jual beli yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahkan sudah dianggap oleh negara akan hukum karena kita sudah menjadi subjek hukum. Dalam kewajiban pelaku usaha seharusnya memiliki i’tikad yang baik melakukan aktivitas usaha, memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar. Memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk menguji, dan mencoba barang maupun jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi yang diperdagangkan. Begitu juga konsumen dalam membeli barang terhadap produsen sebaiknya memberikan kompensasi, apabila barang tersebut ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian di pertama. Maka dengan masyarakat mengerti adanya aturan hukum dalam perlindungan konsumen dalam bertransaksi tidak akan ada kecurangan atau penipuan.
Ternyata di Desa Liprak Kulon ini terjadi permasalahan, awalnya terjadi pemasaran dengan sistem ijon, dimulai dari penduduk di desa liprak kulon, yang semuanya sebagai petani dengan hasil yang tak menentu, dengan lahan yang subur dan luas di area pedesaan penduduk memanfaatkan lahan yang sangat mendukung tersebut, untuk tanam dengan pohon mangga. Salah satu masyarakat telah mengupayakan penjualan dengan cara sistem ijon, yang merangsang para petani lain untuk bergabung menjual hasil panen dengan cara mentah terhadap konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan.
Penduduk menganggap usaha jual beli mangga dengan ijon dapat menjangkau kendala, sepertihalnya waktu buah terjual cepat, tidak memintak biaya jual, tenaga pemetik buah dan lain-lain. Ketika sistem pemasaran dengan cara ijon ini diterapkan di Desa Liprak Kulon ternyata menghadapi kerugian banyak.
Tidak sedikitpun petani yang terkadang mendapatkan keuntungan yang memuaskan, karena dari pihak konsumen telah melakukan penipuan harga. Kenyataannya konsumen yang curang berdampak memiliki tujuan keuntungan yang lebih, dari pembelian mangga secara ijon. Konsumen memanfaatkan keadaan ini, dengan adanya persaingan harga yang naik turun dalam industri pemasaran.Terkait penjualan mangga dengan sistem ijon tersebut dalam pemasaran buah di atas pohon, penawaran harga hanya mengkira-kira dan penghasilan yang merugikan pelaku usaha.
Bahwa terkait hal tersebut adanya unsur gharar (ketidak jelasan), spekulasi (berlebih-lebihan), dan produsen kurang hati-hati dalam memasarkan terhadap konsumen dalam pembelian mangga.maka itu dilarang dan diatur di hukum perlindungan konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 1, pasal 6, pasal 16, dan pasal 18. Menurut pendapat Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabillah adalah jual beli sah apabila sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut.[footnoteRef:7] [7:  Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah:Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.] 

Meskipun jual beli dengan sistem ijon sering mendapatakan kritik dari berbagai golongan masyarakat yang semuanya beragama islam. Karna dalam praktik bisnis ini nampak menyalahi ketentuan dalam hukum islam. Bahkan dalam produsen dan konsumen ini pun tidak mengetahui perbedaan dan larangan islam tentang jual beli ijon ini. Maka dari itu, peneliti  menetapkan judul penelitian yaitu “Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Dan Hukum Islam didesa liprak kulon”. Dengan harapan, akan ditemukan hukum yang pasti perihal jual beli ijon yang terjadi di masyarakat.

B. Fokus Penelitian 
Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitiannya, maka penulis memfokuskan penelitian ini sebagai berikut :
1. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di desa liprak kulon.
2. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum islam di desa liprak kulon.

C. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum islam di desa liprak kulon?
2. Bagaimana jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di desa liprak kulon?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah yang hendak dikaji, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :
1. Untuk mendeskripsikan mengenai jual beli mangga dalam sistem ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di desa liprak kulon.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai jual beli mangga dalam sistem ijon menurut hukum islam di desa liprak kulon.

E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan kegunaan yang bisa dicapai yakni :
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya masyarakat pada umumnya dalam kaitannya dengan praktek jual beli mangga dalam sistem ijon di Desa Liprak Kulon.
2. Secara praktis
a. Bagi masyarakat di desa Liprak Kulon, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak  pelaku usaha untuk mengetahui proses jual beli mangga dengan system  ijon menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan untuk melakukan penelitian lanjutan.
				


F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.
Pada prinsip-prinsip umum yang telah mendasari suatu perwujudan satuan-satuan gejala didalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang telah dianalisis dalam gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan untuk masyarakat yang bersangkutan dalam memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku. Maka terdapat dalam dua cara yaitu pengamatan dan pedoman atau wawancara, jadi peneliti langsung terjun ke lapangan. Mempelajari penemuan, mencatat dan menganalisis seta menarik kesimpulan, yang berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan pemanfaatan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan menelaah hal-hal yang berkenaan dengan jual beli mangga dengan sistem ijon.

2. Kehadiran Peneliti
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini kehadiran peneliti sangatlah penting. Karena peneliti berperan penting dalam menetukan data keseluruhan.
Kehadiran peneliti merupakan ciri khas dalam melakukan penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti disini sebagai kunci dari pengumpulan data, oleh karena itu, kehadiran peneliti disini mutlak diperlukan.

3. Lokasi Penelitian
Adapun peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

4. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah di kutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif,  mengemukakan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik[footnoteRef:8]. [8: Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),112.] 

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder, data tersebut di jelaskan sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber-sumber asli atau dari lokasi objek penelitian di lapangan. Untuk data primer ini dapat di peroleh dengan hasil wawancara kepada informan dan observasi langsung ketempat penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

5. [bookmark: _GoBack]Teknik Pengumpulan Data
Analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kedalam struktur, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[footnoteRef:9] [9:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), 134.] 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.[footnoteRef:10] [10:  Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11] 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.[footnoteRef:11] [11:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.] 

Dalam observasi secara langsung ini peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi sebenarnya yang langsung di amati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan proses belajar mengajar.
b. Metode Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu wawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas petanyaan.[footnoteRef:12] Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetaptan sendiri masalah dan pertanyan-pertanyaan yang akan di ajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.[footnoteRef:13] [12:  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),135.]  [13:  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),138.] 

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan di sampaikan kepada informan.
Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang di maksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.[footnoteRef:14] [14:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), 203.] 

c. Metode dokumentasi
Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti : buku, majalah, peraturan-peraturan, natulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[footnoteRef:15] [15:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), 149.] 

Selain metode wawancara dan pengamatan, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk menggali data yangbersumber dari dokumen-dokumen seperti arsip-arsip surat, data statistic, laporan-laporan penelitian terdahulu, catatan-catatan, foto serta laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan.

6. Analisis Data
Analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kedalam struktur, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[footnoteRef:16] [16: Lexy J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999), 103	] 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah kemanusiaan. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.[footnoteRef:17] [17: Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11] 

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.[footnoteRef:18] [18: Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 85-89.] 

1) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2) Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:
a. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[footnoteRef:19] Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.[footnoteRef:20] [19: Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 248.]  [20: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),  271.] 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.
b. Ketekunan Pengamatan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[footnoteRef:21]  Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. [21: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.] 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.[footnoteRef:22] Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait. [22: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),  272.] 

c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.[footnoteRef:23] [23: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 273.] 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

8. Tahapan – Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti sesuai dengan proses penelitian. Ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan yaitu:
a. Tahap pra lapangan
Pada tahap pra lapangan (orientasi) peneliti melakukan observasi ke lokasi untuk mendapatkan data tentang gambaran umum secara tepat pada latar penelitian. Pada tahapan ini peneliti juga menentukan langkah-langkah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki, menilai kondisi dan keadaan lokasi penelitian, menentukan informan dan subyek studi serta menyiapkan perlengkapan penelitian.
b. Tahap kegiatan lapangan
Tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi fokus atau tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti sudah masuk pada inti penelitian, dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, serta mengumpulkan data. Setelah melalui tahap-tahap tersebut peneliti tertarik menentukan fokus penelitian, 
c. Tahap analisis data.
Setelah langkah di atas dilakukan, selanjutnya adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh juga dilakukan penyederhanaan dan revisi data untuk ditulis dalam laporan hasil penelitian agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini mudah dalam pembahasan, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab I (Pendahuluan); Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan  sistematika pembahasan.
Bab II  (Telaah Pustaka); Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU no.08 tahun 1999 dan hukum islam.
Bab III (Temuan Penelitian); Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian. Selain itu juga terdapat uraian data atau temuan yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Bab IV(Pembahasan); Dalam bab ini  menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan dan efektivitas dalam akad jual beli mangga dengan sistem ijon.
Bab V (Penutup); Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis tentang penelitian ini
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BAB II
 TELAAH PUSTAKA

A. Jual Beli Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perikatan 
	Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menutut sesuatu hak dari pihak yang lain, yang telah bertanggung jawab atas tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut hak disebut kreditur dan yang bertanggung jawab memenuhi tuntutan disebut debitur.[footnoteRef:24] Hubungan antara dua belah pihak merupakan hubungan hukum yang berarti kreditur dijamin oleh hukum atau undang-undang apabila tuntutan tidak dipenuhi dengan sukarela, maka kreditur dapat menuntut di muka hakim. Maka dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak yang lain. [24: 	 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Jakarta: Citra Aditya Bekti,1990), 23.] 

	Menurut Hotman dalam perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari pada mengikatkan dirinya, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar Menurut Hotman dalam perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari pada mengikatkan dirinya, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.[footnoteRef:25] [25: 	 L.C. Hoffman, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Putra Abardin, 1999), 2.] 

a. Objek dan Subjek Perikatan
1) Objek Perikatan
Objek perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang menjadi objek perikatan adalah prestasi yaitu hal pemenuhan perikatan. Macam-macam prestasi antara lain: memberikan sesuatu yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga, melakukan perbuatan yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan misal memperbaiki barang yang rusak, tidak melakukan suatu perbuatan yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan misal tidak mendirikan bangunan. 

2) Subjek Perikatan 
Subjek perikatan merupakan para pihak pada suatu perikatan yaitu kreditur yang berhak dari debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain utang debitur kepada kreditur dan harta kekayaan debitur yang dipertanggung jawabkan bagi pelunasan utang.
b. Perikatan dari Objek, Subjek dan Daya Kerjanya sebagai berikut :
1) Objek perikatan 
a) Perikatan untuk memberikan sesuatu 
b) Perikatan untuk berbuat sesuatu
c) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu 
d) Perikatan mana suka (alternif) 
e) Perikatan fakultatif 
f) Perikatan generik dan spesifik 
g) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 
h) Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus  
2) Subjek Perikatan 
a) Perikatan tanggung menangung
b) Perikatan pokok dan tambahan
3) Daya kerja Perikatan 
a) Perikatan dengan ketetapan waktu 
b) Perikatan bersyarat

c. Jenis Perikatan dibedakan sebagai berikut : 
1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata). 
2) Perikatan bersyarat ( Pasal 1253 KUH Perdata). 
3) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUH Perdata). 
4) Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata). 
5) Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH Perdata). 
6) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata).
7) Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUH Perdata).[footnoteRef:26] [26: 	 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2002), 122] 

d. Unsur-Unsur Perikatan ada 4 sebagai berikut : 
1) Hubungan hukum, adalah hubungan yang terhadapnya hukum  melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada hak lainnya. 
2) Kekayaan yang dalam kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran  yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut perikatan sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan perikatan. 
3) Pihak-pihak sebagai subyek perikatan adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang pasif adalah pihak debitur atau yang berhutang. 
4) Prestasi adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan KUH Perdata dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
e. Persyaratan Perikatan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUH Perdata
1) Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif. 
2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum 
3) Harus ada kerugian 
4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian 
5) Harus ada kesalahan.[footnoteRef:27] [27: 	 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001),56.] 


2. Pengertian Perlindungan Konsumen
	Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya pemberdayaan konsumen melalui Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha. Dalam setiap orang maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang telah didirikan dan berkedudukan ataupun melakukan kegiatan dalam suatu wilayah hukum yang berada di Republik Indonesia.[footnoteRef:28] [28: 	 Celine Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 41.] 

	Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan. Pertama, melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Sedangkan kedua, melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) dengan isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa. Selain itu perlindungan untuk konsumen dipandang secara materil maupun formil makin sangat penting, dengan keadaan jaman sekarang makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi.
	Produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, bahwa dalam tahap akhir baik langsung atau tidak langsung, maka konsumen yang pada umumnya mendapatkan dan  merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan. 
	Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di indonesia. Mengingat sedemikian kompleknya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen lebih menyongsong era perdagan gan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.
	 Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerjasama antar negara. Adapun subjek dan obyek tersebut adalah sebagai berikut :
a. Subyek Jual beli 
1) Konsumen 
	Konsumen merupakan orang atau pemakai jasa dan barang yang terdapat di lingkungan masyarakat, baik dalam kepentingan sendiri maupun keluarga dan orang lain, yang barangnya tidak diperdagangkan kembali.
2) Produsen 
	Produsen merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang terbentuk dalam badan hukum maupun bukan badan hukum yang mempunyai kedudukan maupun melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ekonomi.[footnoteRef:29] [29: 	 Miru Ahmadi, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Hukum Bagi Konsumen  di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 21.] 

b. Objek Jual beli
1) Barang
	Barang merupakan benda yang terwujud maupun tidak terwujud yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh konsumen.
2) Jasa 
Jasa merupakan layanan berbentuk pekerjaan maupun prestasi yang telah tersedia untuk masyarakat, yang dimanfaatkan konsumen untuk pengertian barang maupun jasa yang telah dibatasi oleh undang-undang, misalnya dibidang kesehatan, pendidikan maupun agama.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 
		Dasar hukum perlindungan konsumen adalah  Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan lahirnya hukum perlindungan konsumen telah mengedepankan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu asas manfaat, asas keseimbangan, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

4. Tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen
	Tujuan yang telah diyakini biasa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya tujuan yang jelas, Adapun tujuan lain di terapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawa dalam berusaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.[footnoteRef:30] [30: 	 Ahmadi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007),67.  ] 

	Untuk itu Undang-Undang perlu mengatur kepentingan konsumen, maupun pelaku usaha yaitu mengenai yang telah berkaitan dengan hak dan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
	Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “segala upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
	Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan jasa sebagai objek hukum dalam Undang-undang ini. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen BAB III tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, terdapat dalam termuat dalam pasal 6, 16, 18, 24.[footnoteRef:31] [31:  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen] 

Tabel 2.1
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen
	Hak  Pelaku Usaha
	Kewajiban Pelaku Usaha

	Pasal
	Uraian
	Pasal
	Uraian

	6
	Untuk pelaku usaha dapat menerima pembayaran yang telah sesuai dengan kesepakatandengan konsumen mengenai kondisi maupun nilai tukar menukar dan jasa dalam perdagangan.
	6
	Pelaku usaha mempunyai kewajiban membela diri, jika dalam barang dan jasa yang telah diperdagangkan terhadap konsumen adanya kerugian,cara mengatasinya dengan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum.

	6
	Pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, jika dari salah satu konsumen yang  beritikad tidak baik.
	6
	Pelaku usaha di dalam hak-haknya telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan izinnya. 

	6
	Pelaku usaha memiliki hak atas pembelaan diri yang semestinya dalam menyelesaikan hukum sengketa dengan konsumen.
	
	

	16
	Dalam pelaku usaha, mempunyai hak tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan prestasi yang dimiliki konsumen.
	16
	Dalam menempati pesanan dan kesepakatan telah menjadi kewajiban dalam waktu yang telah disepakati untuk menyelesaikan sesuai dengan yang dijanjikan.

	18
	Bahwa pelaku usaha mempunyai hak dalam menolak segala penyerahan kembali yang telah dibeli oleh konsumen.
	18
	Pelaku usaha mampu menundukkan konsumen dalam peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan yang dibuat oleh sepihak dalam masa pemanfaatan jasa konsumen.

	18
	Pelaku usaha berhak menolak apapun penyerahan dalam pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen atas kegunaan barang maupun jasa yang dibelinya.
	18
	Konsumen dapat memberikan kausa terhadap pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan segala tindakan sepihak yang terkaitan dengan barang ataupun jasa yang diangsur oleh konsumen.

	18
	Pelaku usaha dapat menyatakan pengalihan tanggung jawab terhadap konsumen.
	18
	Pelaku usaha sangat wajib memberikan pembuktian, jika hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

	18
	Pelaku usaha dalam hak untuk mengurangi manfaat jasa maupun mengurangi harta yang dimiliki konsumen yang terjadi dalam objek jual beli jasa.
	18
	Konsumen diharuskan tunduk mematuhi peraturan yang ada, dalam aturan baru, tambahan, lanjutan maupun pengubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

	18
	Konsumen telah memberikan hak sepenuhnya kepada pelaku usaha, dalam pembebanan hak tanggapan, hak gadai, maupun hak jaminan barang yang dimiliki oleh konsumen.
	
	

	24
	Dalam pelaku usaha lain, jika telah menjual barang maupun jasa terhadap konsumen tanpa melakukan apapun kepada barang tersebut.
	24
	Pelaku usaha lain, dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan mengetahui perubahan barang dan jasa yang dilakukan pelaku usaha atau tidak sesuai dengan mutu.



5. Sistem Ijon Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
	Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terkait  dalam sistem ijon sesuai dengan hak dan kewajibannya terdapat dalam pasal 6, 16, 18 dan 24. Pasal 6 mempunyai hak untuk menerima pembayaran dengan adanya kesepakatan dalam nilai tukar barang atau jasa, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad tidak baik, secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan memberikan kompensasi. Ganti rugi maupun penggantian jika barang maupun jasa yang diterima ataupun dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
	Pada pasal 16 terhadap konsumen yang memesan dalam salah satu bentuk penawaran pelaku usaha kepada konsumen, untuk kesepakatan dengan melakukan kontra prestasi dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tanpa adanya ganti rugi dari kedua belah pihak.
	Pasal 18 yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau  menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Mengenai prinsip keseimbangan, keadilan, serta mendukung transaksi yang cepat, efisien, efektif, serta tercipta kepastian hukum untuk jika ada ketentuan hukum yag tidak pasti dan tidak dapat dipungkiri antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam pasal 24 dalam konsumen maupun produsen itu tetap terlindungi, sehingga hubungan antara pelaku usaha pun patut diatur.
	Semua konsumen jika seandainya dirugikan oleh pelaku usaha, karena dalam pasal ini memberikan kepastian hukum pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen dan sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada barang yang diproduksi adalah pelaku usaha yang lain.

B. Jual Beli Sistem Ijon Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Jual Beli Ijon
Jual beli secara Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadaroh  yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.[footnoteRef:32] Atau dalam istilah lain yaitu al- Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buhan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. [32: 	 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1992),124.] 

Hal tersebut merupakan hak milik dapat ke tangan pembeli dan suatu barang tidak akan tercapai hanya dengan ijab dari penjual.[footnoteRef:33] Akan tetapi harus dengan adanya qabul dari pihak pembeli, dengan pindahnya hak dari pihak penjual, dalam mengalihkan hak milik terhadap orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Harta dan barang yang diperjual belikan harus dengan yang halal, bukan dengan benda yang haram, atau asalnya dari jalan yang haram. [33: 	 Azzam Abdul Aziz Muhammad, Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Amzah,2010),24.] 

Menurut pengertian syariat yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.[footnoteRef:34] Ketentuan jual beli dalam masyarakat telah mengalami perkembangan dari tata cara tradisional hingga modern, jual beli yang dalam istilah adalah tukar menukar atau barang dengan uang yang telah dilakukan dengan merelakan atau melepaskan hak milik dari salah satu kepada yang lain. Menurut Malikiyah terdapat dua macam jual beli yaitu jual beli khusus dan jual beli umum. Jual beli khusus adalah  tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatan dan kelezatan maupun barang tidak diketahui sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.[footnoteRef:35] [34: 	 Suhrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.]  [35: 	 Qamarul Huda, Fiqih Mu‟amalah,  (Yogjakarta: Penerbit Teras,2011), 53.] 

Jual beli umum adalah menukar barang yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, dengan mengikat antara dua belah pihak yang menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dalam hukum adat perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati. Jual beli itu telah sah, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan.

2. Rukun dan Syarat Jual beli 
	Dalam perbuatan jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat syaratnya yang antara lain sebagi berikut: 
a. Rukun Jual Beli 
	Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli adalah terdiri dari: 
1) Pelaku transaksi (Aqid) yaitu penjual dan pembeli 
2) Objek transaksi (Ma‟qud „Alaih) yaitu barang dan harga
3) Akad (Ijab Qabul) yaitu segala tindakan yang dilakukan 
4) kedua belah pihak saling setuju.[footnoteRef:36] [36: 	 Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 180.  ] 

b. Syarat Jual Beli 
	Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. 
1) Saling rela antara kedua belah pihak.
2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. 
3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. 
4) Objek transaksi adalah barang yang biasa di serah terimakan. 
5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. 
6) Harga harus jelas saat transaksi.[footnoteRef:37] [37: 	 Rahmad Syafe‟i, Fiqih Mu‟amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),  76.  ] 


3. Dasar Hukum Jual Beli 
	Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur‟an, sunnah dan ijma’ para ulama. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat itu akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.[footnoteRef:38] [38: 	 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 34.] 

Adapun dasar hukum dari Al-qur‟an antara lain : 
Surat Al-Baqarah 2 ayat 275
اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[footnoteRef:39] [39: 	 Al-Qur‟an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Roudhah, 2010),76.] 

 Surat Al-Baqarah 2 ayat 254
 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ  
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.  
 Surat An-Nisa 4 ayat 29
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[footnoteRef:40] [40: 	 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kenana,2008), 29.] 

Maka dari dibolehkannya jual beli tersebut, hukum jual beli ada 4 macam, yaitu: 
a. Mubah, merupakan hukum asal jual beli.
b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
c. Sunah, misalnya menjual barang  kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.


4. Jual Beli Dengan Sistem Ijon Dalam Hukum Islam 
a. Pengertian Ijon menurut Empat Mazhab  
Ketentuan menurut madzhab hanafi telah mempunyai dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum, yang dalam jual beli benda yang sudah dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang, dengan sesuai kesepakatan di awal. Menurut maliki dan madzhab syafi‟i dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi jika melanggar larangan-larangannya syara’ atau merugikan kepentingan umum.[footnoteRef:41] Jual beli tidak sah karena syarat dan rukunnya seperti jual beli yang tidak ada kejelasannya. Sedangkan madzhab hambali ialah jika barang yang sudah ditukar dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula tidak sah untuk selamanya.[footnoteRef:42] [41: 	 Dimyauddin Djuwaii, Fiqih Muamalah. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2008), 87.]  [42: 	 Rachmad Syafi‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: pustaka Setia, 2006), 73.] 



Tabel 2.2 
Jual Beli dengan Sistem Ijon menurut Empat Mazhab
	Hanafi
	Maliki
	Syafi’i
	Hambali

	Madzhab Hanafi sistem ijon yang dilaksanakan di masyarakat telah diperbolehkan,tetapi  pembeli harus segera memetiknya, jika tidak segera dipetik. Maka akad rusak tetapi tidak batal, dan jika pembeli bukan pemilik asli kemudian ia mensyaratkan ketetapan di pohon
	Madzhab Maliki tidak  memperbolehkan jual beli dengan sistem ijon ini, jika antara penjual dan pembeli tetap menjual dengan cara ini. Dengan syarat harus mengetahui kadar obyek transaksi. Maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh.
	Madzhab Syafi’i diperbolehkan jual beli dengan sistem ijon ini, akan tetapi dengan memandang ghararnya besar, dan  memungkinkan darinya sehingga  mengharamkan
	Madzhab Hambali dalam jual beli sistem ijon ini tidak diperbolehkan, yang menjadikan halangan keabsahannya dalam gugurnya buah ataupun serangan hama yag menjadikan akadnya batal



b. Dasar Hukum Menurut Empat Madzhab
	Dasar hukum dalam jual beli ijon menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabillah dan Hanafiyah bahwa jual beli buah yang belum terdapat kemanfaatannya, karena belum terbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul buah), jika buah tersebut belum layak petik, apabila diisyaratkan harus segera dipetik sah.[footnoteRef:43] Maka jual beli ini sangat dilarang oleh ulama karena mempunyai unsur gharar didalam akad perjanjian jual beli ini. Adapun yang terdapat dalam hadis :  [43: 	 Ghufron Mas‟adi, Fiqih Mu‟amalah Kontekstual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),  138.] 

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari „Amr bin „Auf). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli adalah sebagai berikut[footnoteRef:44] :  [44: 	 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama indonesia, 24.  ] 

Pertama, ketentuan tentang pembayaran  
1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.  
Kedua, ketentuan tentang barang  
1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 
5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.  
6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.  
Ketiga, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:
1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 
2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 
3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 
4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 
5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. 
Keempat, menunggu sampai barang tersedia. 
Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.  
Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.
		Sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangga hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. Namun dalam dasar hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :[footnoteRef:45] [45: 	 Abu Sa‟idalFalahi, Halal dan Haram, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 35.] 

1) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad kecuali ada izin dari pihak penjual. 
2) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka boleh. 
3) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

c. Gharar Menurut Empat Madzhab 
1) Pengertian Gharar                                                     
	Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut para ulama, gharar yaitu ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasaan antara baik dan buruknya dalam jual beli yang mengandung kesamaran.[footnoteRef:46] Gharar dapat diartikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tujuan di dalamnya, dalam unsur keraguan dalam percapaiannya. Menurut madzhab Hanafi, gharar adalah suatu objek transaksinya terlihat. Baik itu komoditi maupun uang tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya, akan tetapi jika obyek transaksinya tidak diketahui penjual dan pembeli. [46: 	 Abdurrahman As-as‟adi, Fiqh Jual Beli, (Senayan Publising, 2008), 138.] 

	Menurut Maliki, gharar adalah penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi juga harga yang dilarang oleh akad. Menurut Syafi‟i, gharar adalah segala sesuatu yang telah terjadi akibat yang tersembunyi dari pandangan dalam suatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Menurut Hambali, gharar adalah suatu jual beli yang tidak membolehkan dalam transaksi jual beli ada obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya. Maksudnya jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat.
	Dengan demikian bai al-gharar adalah setiap akad jual beli  yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Terdapat dalam Surat Al-Baqarah 2 188 :
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian(Qs. Al-Baqarah 2, 188).[footnoteRef:47] [47: 	 Al-Qur’an Dan Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,  At-Tayyib, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 2 : 188.] 




2) Dasar Hukum Jual Beli Gharar 
		Jual beli dalam segi hukumnya dibagi menjadi dua, antara lain jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh agama. Dalam syari’at islam, jual beli gharar itu terlarang dan diharamkan. Hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut ba’i al-gharar. Menurut An-Nawawi dalam syarh shahih muslim semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal. Riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, :
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
	Barang siapa melakukan, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui (HR. Al-Bukhari, Ibn Abbas).[footnoteRef:48] [48: 	 Al-Bigha Mustafa Daib, Kompilasi Hukum Islam Madzhab Syafi‟i, (Surabaya: AL-HIDAYAH, 2008), 357.] 



C. Penelitian Terdahulu 
		Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Peneliti menggunakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh kerena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.
		Hasil Penelitian “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”, dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian dalam islam tidak diperbolehkan. Persamaan peneliti terdahulu dengan  sekarang, untuk mengetahui pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian hutang piutang sedangkan peneliti sekarang mengetahui jual beli ijon sudah sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.[footnoteRef:49] [49: 	Edy Suhendro, “Analisis hukum Islam tentang utang piutang dengan sistem ijon (studi kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan): Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 04.] 

		Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli  Dengan Sistem Ijon Di Kabupaten Ponorogo”, dalam penyelesaian dengan wanprestasi diperbolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian diawal transaksi jual beli. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang, untuk mengetahui jual beli ijon diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui sistem ijon dengan wanprestasi diperbolehkan dengan hukum Islam, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon dengan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.[footnoteRef:50] [50: 	Amiin, Muhammad. “Analisis hukum Islam terhadap jual beli pete dengan sistem ijon (studi kasus di Desa Pulung Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo): Skripsi, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2015),  07.] 

		Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Secara Tebasan (Studi Kasus Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)”, dalam sistem tebas dengan kesepakatan di awal diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui jual beli ijon atau tebasan menurut pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu untuk mengetahui jual beli tebasan dalam pandangan hukum islam menurut mazhab maliki, sedangkan peneliti sekarang mengetahui konsep hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.[footnoteRef:51] [51: 	 Tika, Martha. “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli hasil pertanian padi secara tebas (studi kasus Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang): Skripsi, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo,2016), 12.] 

		Hasil Penelitian “Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas (Beli Dalam Keadaan Masih Dipohon) Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, dalam perjanjian telah sah sesuai hukum pejabat pembuat akta. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang  untuk mengetahui jual beli ijon atau tebas sesuai dengan hukum yang ada. Perbedaan peneliti terdahulu untuk mengetahui hukum menggunakan bukti akta, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon dengan konsep hukum Islam dan asas hukum Perlindungan Konsumen.[footnoteRef:52] [52: 	 Lizawati. “Perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas (Beli dalam keadaan masih dipohon) Ditinjau dari hukum kebiasaan Desa Tegal Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi): Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), 09.] 

		Hasil Penelitian “Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan Di Kecamatan Seruyan Hilir”, dalam transaksi terdapat unsur gharar kesepakatan di awal, karena ada unsur ta‟alluq. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui hukum Islam keterkaitan unsur gharar. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui ada unsur ta’alluq yang terjadi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan konsep hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.[footnoteRef:53] [53: 	 Ardiyanti, Nika. “Sistem Ijon dalam jual beli ikan di Kecamatan seruyan hilir): Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkara Raya, 2015),  05.] 
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BAB III
TEMUAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Desa liprak Kulon
Dari  berbagai  sumber  asal  usul Desa  Liprak Kulon memiliki Kesamaan cerita  dengan  Desa  Liprak Wetan,  Liprak  Kidul  dan Desa Liprak Kulon pada  waktu  itu  merupakan  hutan  belantara   yang  tak berpenghuni.  pada  waktu  itu  banyak  orang  yang  berdatangan  untuk mencari  permukiman,  dan  mereka  menemukan  hutan  belantara  tersebut. secara bahu-membahu mereka menebang hutan belantara secara beramai ramai  untuk  di  jadikan  tempat  tinggal,  sebagian  dari  tanah  tersebut mereka  jadikan  lahan  Pertanian  untuk  menghidupi  keluarga  mereka sehari-hari.
Dalam  hutan  tersebut  mereka menemukan  sebuah  pohon  yang aneh  yaitu  pohon aren begitu  orang  menyebutnya,  kemudian  mereka mengambil  daun  dari  pohon  aren  tersebut. Daun  aren  tersebut  oleh mereka  dinamakan janur dari  daun janur  tersebut  kemudian  dibuat untuk  bahan  pembungkus  makanan  ketupat,  karena  cara  membuatnya dilipat-lipat dengan para pembuatnya di katakan sebagai ahli lipat, pada waktu  itu  mereka  mempunyai  ahli  lipat  dari  daerah  Barat,  Timur  dan Selatan.  sehingga  mereka  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  tersebut mempunyai  ide  ingin  membagi  daerah  tersebut  menjadi  tiga  bagian diantaranya Liprak Kulon, Liprak Wetan dan Liprak Kidul.


2. 
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3. Letak Geografis Desa Liprak Kulon
	Secara Geografis luas wilayah Desa Liprak kulon adalah 336,500 Ha, yang terdiri dari pemukiman, persawahan, pendidikan, kuburan, jalan, dan lain-lain. Letak Desa Liprak Kulon berada di sebelah selatan dengan batas-batas sebagai berikut: 
Table 3.3
	Batas
	Desa/Kelurahan
	Kecamatan

	Sebelah Utara
	Sumber kerang, Banyuanyar lor
	Gending

	Sebelah Selatan
	Liprak kidul
	Banyuanyar

	Sebelah Timur
	Liprak wetan
	Banyuanyar

	Sebelah Barat
	Banyuanyar kidul, Banyuanyar tengah
	Banyuanyar 



4. Keadaan  Demografi  dan Penduduk Desa  Liprak  Kulon 
	Penduduk merupakan obyek pelaksana pembangunan, dan demi pembangunan pula diperlukan sumber daya manusia berkualitas. Banyaknya    jumlah penduduk yang dimiliki oleh suatu wilayah merupakan potensi yang  ada pada wilayah itu, sehingga diperlukan langkah pengembangan dan pengelolaan yang tepat agar potensi tersebut dapat di manfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan penduduk tersebut.
	Dari data yang diperoleh di Desa  Liprak  Kulon Kecamatan Banyuanyar  Kabupaten Probolinggo diketahui  bahwa  jumlah  penduduk Desa Liprak Kulon adalah:



Table 3.4
	Jumlah
	Laki-laki (Orang)
	Perempuan (Orang)

	Jumlah penduduk tahun ini
	2978
	3195

	Jumlah penduduk tahun lalu
	2901
	3136

	Persentase perkembangan
	%
	%



5. Visi dan Misi 
Desa Liprak Kulon memiliki visi dan misi sebagai berikut :
Visi
“ Menjadikan Desa Liprak Kulon yang cerdas, maju, mandiri dan sejahtera “
Misi
1. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
5. Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi berbasis pada potensi desa
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif
7. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum.
5. Struktur  Organisasi 
Gambar 3.1
[image: D:\Skripsi\profil liprak kolon\IMG-20210826-WA0003.jpg]










6. Peta Desa
Gambar 3.2
[image: ]
B. Deskripsi Data
3. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Liprak Kulon. 
	Berdasarkan KUH Perdata pemilik pohon mempunyai keuntungan tersendiri dalam pengambilan mangga yang dilakukan oleh tengkulak, akan tetapi tengkulak juga mendapatkan keuntungan dapat membeli mangga dengan harga standar dan dapat dengan mudah memasok di pasar atau kios-kios kecil dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 1 huruf (d) bahwa menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, akan tetapi antara kedua belah pihak samasama saling menguntungkan dari penjualan mangga yang dibayar di muka secara langsung oleh tengkulak, karena pemilik pohon dapat menguntungkan tanpa menyewa kembali orang lain dan mengeluarkan biaya tranportasi, sedangkan tengkulak dapat mendapatkan mangga untuk bahan jualan ke pedagang dan kios-kios.
	Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik dan tengkulak (penjual dan pembeli) terkait praktik jual beli ijon sebagai berikut
	Menurut Pak Samsul, salah satu tengkulak di Desa liprak, persaingan antar tengkulak yang lain. Selain itu, rintangan dalam penjualan adalah buah yang dijual saat ini tidak langsung laku dibandingkan dengan dahulu yang cepat terjual. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pak Samsul (Dusun Nyabrang) :
“Dari zaman dulu profesi jual beli ijon terjadi persaingan yang belum lancar tapi banyak masyarakat yang suka buah. Dengan berbagai rintangan dari jalan masih terjal, penjualan tidak lancar. Dahulu buah mangga sangat laku akan tetapi sekarang tidak langsung laku, karena mengalami kemajuan yang menjadikan persaingan semakin meningkat akan tetapi buah-buahan sekarang juga menjadi favorit setiap manusia”.[footnoteRef:54] [54: 	 01/1-W/F-1/27-VIII/2021, Informan :. Pak Samsul., 27 Agustus 2021 pukul 10.00 – 11.00 WIB, Liprak kulon.] 

	Mbak Erif lebih percaya dengan menjual hasil panen kepada tengkulak, karena dapat mempermudah jalannya transaksi. Meskipun harga disepakati akan tetapi masih ada tawar menawar oleh kedua belah pihak untuk proses keuntungan yang diperoleh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh  Mbak Erif (Dusun Krajan) :
“Saya menjual buah mangga selama ini kepada tengkulak sudah hampir 3 tahun lamanya, alasan saya menjual mangga kepada tengkulak itu mempermudah bagi pemilik pohon dari buah dipetikkan, kadang ada tawar menawar atau kadang tidak, akan tetapi harga langsung disepakati antara kedua belah pihak. Apalagi kalau tidak ada musim mangga, harga yang saya tawarkan kepada tengkulak bisa naik sekali sekitar Rp 11.000 per-kg, itu pun dari pihak saya dengan tengkulak masih ada tawar menawar memastikan harga karena saya tidak mau dirugikan. Selain itu banyak buah yag dipanen,  tergantung lebat atau sedikit buahnya kadang yang saya peroleh 4 kwintal dan jika sedikit hanya 2 kwintal. Keuntungan yang saya peroleh 10% daripada saya menjual sendiri di pedagang buah dengan biaya transportai dan dalam transaksi pasti ada untung dan dirugikan”.[footnoteRef:55] [55: 	 02/1-W/F-1/27-VIII/2021, Informan :. Mbak Erif., 27 Agustus 2021 pukul 13.00 – 14.00 WIB, Liprak kulon.] 


	Pak Hariyanto mengawali usaha jual beli mangga ijon sejak 1990 yang lalu, kurang lebih hampir 27 tahun yang dilakukan dari remaja dengan prinsip mandiri, tekad kuat dan tangguh. Dalam penjualan ijon tidak seberapa banyak penghasilan yang diperoleh, akan tetapi ditlateni hingga sekarang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pak Hariyanto :
“Pada tahun 1990 pertama kali di kota ini dari masih remaja sudah bekerja menjadi pedagang ijon dengan hanya menaiki sepeda ontel. Hampir 27 tahun jadi pengusaha tengkulak, karena saya ingin menjadi orang netral tanpa ada ikatan, sampai buruh-buruh, akan tetapi  dengan mempunyai tekad kuat, mandiri dan berpegang teguh meski hasilnya tidak seberapa waktu itu dan belum bisa mencari saingan, selain itu pertama kali saya memborong dengan ukuran A dengan harga Rp 700.000. hingga Rp 900.000”.[footnoteRef:56] [56: 	 03/1-W/F-1/28-VIII/2021, Informan :. Pak Hariyanto., 28 Agustus 2021 pukul 09.00 – 10.00 WIB, Liprak kulon.] 


	Mbak Erif menjelaskan jika jual beli ijon mempermudah berjalannya penjualan mangga. Meskipun harga kesepakatan pasti tetap melakukan tawar menawar. Bagi pemilik pohon jangan sampai keuntungan yang diperoleh banyak oleh tengkulak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mbak Erif (Dusun Krajan) :
Dengan adanya jual beli mangga ini mempermudah bagi pemilik mangga dari pada menyewa dan uang yang didapat langsung dimuka, maka dari itu lebih baik menjual dengan cara ijon ke pihak tengkulak, selain itu tengkulak langsung datang kerumah. Tengkulak membeli dengan cara mangga mentah memang sudah dari dulu mangga akan dimatangkan kembali dengan sistem karbitan. Maka dari itu tawar menawar dalam kesepakatan harga memang sangat perlu, karena pihak tengkulak lebih mengetahui harga di pasaran akan tetapi terkadang tengkulak ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal ini menjadikan saya kurang setuju, karena untuk mendapatkan apa yang diinginkan kebanyakan memberikan uang terlebih dahulu dengan kelanjutan harga apabila mangga sudah besar waktu dipanen. Dalam sepahaman saya memang jual beli mangga tidak diperbolehkan menurut hukum islam, aka tetap jika mata pencarian mereka dari jual beli ijon, asalkan jual beli dengan sistem jujur tanpa ada penipuan akan dipastikan halal.[footnoteRef:57] [57: 	04/1-W/F-1/28-VIII/2021, Informan :. Mbak Erif., 28 Agustus 2021 pukul 12.00 – 13.00 WIB, Liprak kulon.] 


4. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut Hukum Islam Di Desa Liprak Kulon.
	Dalam jual beli mangga harus dilakukan sesuai dengan aturan syarat dan rukun akad jual beli, yang ditentukan harga ketika masih bunga. Dalam perjanjian jual beli harus disepakati antara kedua belah pihak dengan harga yang ditentukan. Akan tetapi dalam jual beli yang belum tahu kemanfaatannya dari bentuk, wujud, dan jumlahnya tidak sah. Maka sebenarnya jual beli dengan cara seperti ini menurut hukum Islam dilarang karena adanya unsur gharar,
	Pak Ahmad membeli pertama di Desa liprak akan tetapi belum beruntung karena dibeli tengkulak lain, jadi jual beli penuh persaingan. Menurut agama islam jual beli hal macam ini tidak diperbolehkan akan tetapi tetap dilakukan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ahmad (Dusun Ketapang):
Pertama kali proses jual beli ijon di sekeliling Desa ini dengan malu-malu bertanya dan kenyataannya hasilnya nihil sudah dibeli tengkulak yang lain, jadi buah itu jangan sampek ditunggu sampai besar karena sudah dicari-cari pedagang lain. Jadi untuk jual beli semacam ini memang mnurut agama tidak boleh tapi ternyata masyarakat masih melakukan hingga kini,[footnoteRef:58] [58: 	  05/1-W/F-1/29-VIII/2021, Informan :. Pak Ahmad., 29 Agustus 2021 pukul 10.00 – 11.00 WIB, Liprak kulon.] 


	Ibu Ambar dari dulu menjual mangga di tengkulak dalam menjual harga tinggi tergantung musim mangga. Karena dalam menerima harga antara tengkulak satu dengan yang lain berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Ambar (Dusun Lampek): 
Sekitar 4 tahun saya menekuni usaha mangga ini dengan menjual di tengkulak, motivasi saya menjual mangga yang dimiliki kepada tengkulak karena mempermudah dalam jual beli dan simple tanpa harus memetik sendiri. Harga mangga tergantung dengan musim atau tidaknya buah, jika tidak musim saya bisa menaikkan harga hingga Rp 15.000-. per-kg dan kalau tidak musim hanya bisa menjual dengan harga Rp 10.000, apalagi jika hasilnya bagus bisa sampai 7 kwintal jika banyak buah yang gugur hanya 4 kwintal saja. Jadi keuntungan yang saya miliki 6% karena dari tengkulak yang satu dengan tengkulak yang lain beda memberikan harga, masalah rugi itu saya mengetahuinya tapi satu sisi mendapatkan uang bersih tanpa harus mengeluarkan biaya menyewa orang untuk memetikkan.[footnoteRef:59] [59: 	 06/1-W/F-1/29-VIII/2021, Informan :. Ibu Ambar., 29 Agustus 2021 pukul 14.00 – 15.00 WIB, Liprak kulon.] 






BAB IV
PEMBAHASAN
	Dalam bab IV ini dikemukakan tentang analisis dan pembahasan temuan penelitian. Seperti yang telah dikemukakan dalam bab III, data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.
A. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Liprak Kulon. 
1. Penentuan Harga dalam Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon Dilakukan Berdasarkan Pengamatan Bunga di Pohon Mangga. 
Pertamanya tengkulak melihat bunga dari bawah dengan cara mengandalkan melihat sekilas menebak dengan cara penghitungan dipingir-pingir buah dikelilingi dahulu dan dilihat-lihat dengan teliti dan jelas. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harga kepada pemilik tengkulak dengan cara pengamatan dari bunga yang belum tahu bentuk dan ukurannya.  Hal itu melanggar hak-hak bagi pemilik pohon jika mau menjual ke tengkulak lain dan apabila dalam pembayaraan harga diberikan rendah sesuai harga sekarang, Selain itu jika waktu panen harga meningkat membuat tengkulak mendapatkan untung yang besar yang dapat merugikan pemilik pohon.

Maka hal ini dapat merugikan bagi pemilik pohon, berdasarkan KUH Perdata bahwa pemilik pohon dapat menjual buah ke tengkulak lain,
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apabila pembayaran yang diberikan oleh tengkulak tidak sesuai harga yang berlaku dan Undang- undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 tentang Hak pelaku usaha bahwa hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[footnoteRef:60] Akan tetapi dalam pasal ini meskipun harga yang diperoleh pemilik pohon sesuai  kesepakatan, namun pemilik pohon tetap dirugikan karena bunga mangga dapat berubah sesuai dengan wujud dan jumlahnya. Maka pemilik pohon mempunyai hak atas pembayaran yang sesuai dengan harga mangga di pasaran.  [60: 	 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 34.] 

2. Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon Dilakukan dengan Pembayaran di Muka Sebanyak satu pertiga dari Harga yang Disepakati dengan Mempengaruhi terlebih Dahulu.
Dalam pembayaran jual beli mangga di pemilik pohon, yang dilakukan Pak Hariyanto membayar dengan cara satu pertiga uang dimuka dengan mempengaruhi terlebih dahulu. Maka ketika buah sudah di dibayar oleh tengkulak, maka pemilik pohon tidak boleh menjual mangga ke tengkulak lain. Pembayaran uang dimuka itu menjadi sebuah permainan  semacam pinjaman akan tetapi dasar untuk memperlurus akad-akad yang sudah ada. Alasan Pak Hariyanto agar tidak menjakip milik orang lain, lebih baik dengan cara tersebut membuat transaksi jual beli mangga lebih aman. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak diperbolehkan karena melanggar hak-hak pemilik pohon mangga untuk menolak atau dibeli dengan paksa dengan cara dipinjami terlebih dahulu uang.  
Berdasarkan KUH Perdata pemilik pohon mempunyai hak   menolak memberikan buah ke tengkulak yang dilakukan dengan cara paksa dipinjami dahulu uang atau mempengaruhi jika tidak jadi dijual ketika akan panen uang kembali dan Undang- undang Perlindungan Konsumen Pasal 24 Nomor 1 huruf (a) tentang pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen bahwa pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.[footnoteRef:61] Akan tetapi dalam pasal ini pemilik pohon tidak mempunyai hak atas perubahan buah mangga, meskipun harga pembelian murah dan ketika waktu akan dipanen harga mangga mahal, tetap tidak diperbolehkan berubah karena harga kesepakatan di awal pembayaran dimuka sudah ditentukan antara kedua belah pihak.  [61: 	 Miru Ahmadi, 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers), 30.] 

3. Pemilik Pohon Memilih Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon karena Tidak Perlu Mempersiapkan Biaya Panen dan Transportasi. 
Pemilik mangga memilih menjual dengan bentuk ijon ini, dikarenakan mempermudah transaksi jual beli tanpa harus memetik sendiri dan membawa ke pedagang. Hal ini tengkulak langsung datang kerumah, memetik mangga dan membayar uang dimuka, jadi pemilik pohon menerima dengan bersih. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat menguntungkan dari pihak pemilik pohon, karena pemilik pohon tanpa harus menyewa orang untuk memetikkan dan mengeluarkan biaya tranportasi.
Maka meskipun ketakutan pemilik pohon takut dirugikan oleh tengkulak, yang akan mendapatkan keuntungan yang banyak akan tetapi pemilik pohon juga diuntungkan, tanpa harus menyewa orang lain untuk memetikkan buah dan membayar biaya tranportasi yang menjadikan pemilik pohon sangat dipermudahkan dengan menjual jual beli mangga dengan sistem ijon ini.
Berdasarkan KUH Perdata pemilik pohon mempunyai keuntungan tersendiri dalam pengambilan mangga yang dilakukan oleh tengkulak, akan tetapi tengkulak juga mendapatkan keuntungan dapat membeli mangga dengan harga standar dan dapat dengan mudah memasok di pasar atau kios-kios kecil dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 1 huruf (d)[footnoteRef:62] bahwa menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, akan tetapi antara kedua belah pihak sama-sama saling menguntungkan dari penjualan mangga yang dibayar di muka secara langsung oleh tengkulak, karena pemilik pohon dapat menguntungkan tanpa menyewa kembali orang lain dan mengeluarkan biaya tranportasi, sedangkan tengkulak dapat mendapatkan mangga untuk bahan jualan ke pedagang dan kios-kios. [62: 	 1Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, 2009, . 27] 


B. Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut Hukum Islam Di Desa Liprak Kulon. 
1. Penentuan Harga dalam Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon Dilakukan Berdasarkan Pengamatan Bunga di Pohon Mangga. 
	Dalam jual beli mangga harus dilakukan sesuai dengan aturan syarat dan rukun akad jual beli, yang ditentukan harga ketika masih bunga. Dalam perjanjian jual beli harus disepakati antara kedua belah pihak dengan harga yang ditentukan. Akan tetapi dalam jual beli yang belum tahu kemanfaatannya dari bentuk, wujud, dan jumlahnya tidak sah. Maka sebenarnya jual beli dengan cara seperti ini menurut hukum Islam dilarang karena adanya unsur gharar.
Hal ini merujuk pada Hadist Nabi: 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ آَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَ حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya. (HR. Bukhari - Muslim).[footnoteRef:63] [63: 	 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002) , 691.] 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَاللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرّأَوْ تَصْفَرَّ
"Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, Bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, Hingga memerah atau menguning," (HR. Bukhari - Muslim).[footnoteRef:64] [64: 	 Al-Hafiz Ibnu Hajar, Bulughul Maram, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 222.] 


2. Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon Dilakukan dengan Pembayaran di Muka Sebanyak  1/3 dari Harga yang Disepakati. 
	Hal yang dilakukan tengkulak membayar harga dimuka satu pertiga dengan permainan meminjami uang untuk meperluruskan akad-akan dalam hukum islam tidak diperbolehkan, karena ada unsur tujuan didalam pembayaran itu dan unsur keraguan dalam pencapaiannya. Jika akad disepakati tanpa menentukan  waktu penyerahan barangnya, maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan buah dalam akad tersebut.  Akan tetapi jika waktu yang tidak ditentukan sudah maklum dan dipahami pelaku akad maka akadnya sah karena ada unsur gharar, yang terdapat dalam Surat An-Nisa 4 ayat 29:
يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,[footnoteRef:65] [65: 	 Al-Qur’an Dan Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,  At-Tayyib, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 4:29.] 


3. Pemilik Pohon Memilih Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Liprak Kulon karena Tidak Perlu Mempersiapkan Biaya Panen dan Transportasi. 
	Dalam bertransaksi antara pemilik mangga atau tengkulak ingin memiliki keuntungan yang lebih dari mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sempurna, yang dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan yang kadang menjadi alasan itu semua. Dalam transaksi menurut hukum islam harus sesuai dengan prinsip kerelaan dan keuntungan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila keadaan yang diperoleh telah jelas, salah satu pihak sepakat, akan tetapi bagi pemilik mangga menjadi lebih untuk karena tanpa harus mengeluarkan uang dari penjualannya yang dijual kepada tengkulak, yang terdapat dalam hadist :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
“ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (HR. Bukhari - Muslim).” [footnoteRef:66] [66:  HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513] 


Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya :
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah / 2 : 188)[footnoteRef:67] [67:  Al-Qur’an Dan Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,  At-Tayyib, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 2 : 188.] 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah peneliti mengkaji dan melakukan penelitian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak ketika masih bunga, jual beli mangga dengan pembayaran dimuka oleh tengkulak sebanyak satu pertiga dari harga yang telah disepakati dan pemilik pohon mangga yang telah memilih menjual mangga dengan cara sistem ijon dengan keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya panen dan transportasi telah melanggar Pasal 6, Pasal 24 nomor 1 huruf (a) dan Pasal 18 nomor 1 huruf (d), sehingga pelaku harus dikenakan hukuman yang tegas sebagaimana Pasal yang telah dilanggar tersebut. 
2. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam dalam proses transaksi harus sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli. Akan tetapi dalam jual beli ijon belum diketahui dari kemanfaatan bentuk, wujud dan jumlahnya tidak sah, yang tidak diperbolehkan karena akadnya tidak sah. Maka untuk menghindari permusuhan dan perselisihan dilakukan dengan prinsip kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak. 

B. Saran-saran 
1. Pemilik pohon mangga melakukan transaksi jual beli mangga  hendaknya berhati-hati dalam mengadakan kesepakatan dan menyetujui harga dengan tengkulak. Penawaran buah mangga yang diperoleh, terutama dalam awal kesepakatan harus dipahami dengan sunguh-sungguh agar pemilik pohon tidak kecewa dan menyesal di kemudian hari waktu dipanen oleh tengkulak, karena bisnis jual beli ini dapat menguntungkan atau merugikan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 
2. Bagi pedagang dalam memberikan penawaran harga terhadap mangga, baik dalam bentuk pengambilan buah secara langsung maupun pengambilannya sendiri, seharusnya dalam kesepakatan yang sebenarnya, tidak mengelabuhi dan menyesatkan produsennya, agar produsen tidak dirugikan hak-haknya. Selain pribadi konsumen yang harus dipenuhi pelaku usaha, pelaku usaha juga harus memenuhi dalam kesepakatan pemberian harga dalam penawaran dan pengambilan buah mangga yang ada di desa liprak kulon sebagaimana telah disepakati pada saat penawaran jual beli mangga ijon ini. 
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TRANSKRIP WAWANCARA

1. Kode		 : 01/1-W/F-1/27-VIII/2021
Nama Informan	 : Pak Samsul
Tanggal		 : 27 Agustus 2021 
Jam          		 : 10.00 – 11.00 WIB
Disusun  Jam     	 : 19.20 – 21.30 WIB
	Tempat Wawancara: Liprak Kulon Dusun Nyabrang
	Topic Wawancara 	: Pengaruh jual beli ijon
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon di Desa Liprak Kulon 

	Informan 
	· Dari zaman dulu profesi jual beli ijon terjadi persaingan yang belum lancar tapi banyak masyarakat yang suka buah. Dengan berbagai rintangan dari jalan masih terjal, penjualan tidak lancar. Dahulu buah mangga sangat laku akan tetapi sekarang tidak langsung laku, karena mengalami kemajuan yang menjadikan persaingan semakin meningkat akan tetapi buah-buahan sekarang juga menjadi favorit setiap manusia.
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TRANSKRIP WAWANCARA

2. Kode		 : 02/1-W/F-1/27-VIII/2021
Nama Informan	 : Mbak Erif
Tanggal		 : 27 Agustus 2021 
Jam          		 : 13.00 – 14.00 WIB
Disusun  Jam     	 : 19.20 – 21.30 WIB
	Tempat Wawancara: Liprak Kulon Dusun Krajan
	Topic Wawancara 	: kerugian Jual Beli Ijon 
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Apakah mbak tidak mengalami kerugian dengan melakukan sistem jual beli ijon?

	Informan 
	· Saya menjual buah buah mangga selama ini kepada tengkulak sudah hampir 3 tahun lamanya, alasan saya menjual mangga kepada tengkulak itu mempermudah bagi pemilik pohon dari buah dipetikkan, kadang ada tawar menawar atau kadang tidak, akan tetapi harga langsung disepakati antara kedua belah pihak. Apalagi kalau tidak ada musim mangga, harga yang saya tawarkan kepada tengkulak bisa naik sekali sekitar Rp 11.000 per-kg, itu pun dari pihak saya dengan tengkulak masih ada tawar menawar memastikan harga karena saya tidak mau dirugikan. Selain itu banyak buah yag dipanen,  tergantung lebat atau sedikit buahnya kadang yang saya peroleh 4 kwintal dan jika sedikit hanya 2 kwintal. Keuntungan yang saya peroleh 10% daripada saya menjual sendiri di pedagang buah dengan biaya transportasi dan dalam transaksi pasti ada untung dan dirugikan.
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TRANSKRIP WAWANCARA

3. Kode		 : 03/1-W/F-1/28-VIII/2021
Nama Informan	 : Pak Hariyanto
Tanggal		 : 28 Agustus 2021 
Jam          		 : 09.00 – 10.00 WIB
Disusun  Jam     	 : 19.20 – 21.30 WIB
	Tempat Wawancara: Liprak Kulon Dusun Nyabrang
	Topic Wawancara 	: Pengaruh jual beli ijon
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Sejak kapan bapak memulai usaha tengkulak ini dan apa yang memotivasi bapak bertahan hingga saat ini ?

	Informan 
	· Pada tahun 1990 pertama kali di kota ini dari masih remaja sudah bekerja menjadi pedagang ijon dengan hanya menaiki sepeda ontel. Hampir 31 tahun jadi pengusaha tengkulak, karena saya ingin menjadi orang netral tanpa ada ikatan, sampai buruh-buruh, akan tetapi  dengan mempunyai tekad kuat, mandiri dan berpegang teguh meski hasilnya tidak seberapa waktu itu dan belum bisa mencari saingan, selain itu petama kali saya memborong dengan harga Rp.700.000-. hingga Rp.900.000-. 
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TRANSKRIP WAWANCARA

4. Kode		 : 05/1-W/F-1/29-VIII/2021
Nama Informan	 : Pak Ahmad
Tanggal		 : 29 Agustus 2021 
Jam          		 : 10.00 – 11.00 WIB
Disusun  Jam     	 : 19.20 – 21.30 WIB
	Tempat Wawancara: Liprak Kulon Dusun Ketapang
	Topic Wawancara 	: Sistem jual beli ijon dalam islam
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Bagaimana sistem penjualan yang bapak lakukan jual beli ijon di sekeliling Desa ini

	Informan 
	· Pertama kali proses jual beli ijon di sekeliling Desa ini dengan malu-malu bertanya dan kenyataannya hasilnya nihil sudah dibeli tengkulak yang lain, jadi buah itu jangan sampek ditunggu sampai besar karena sudah dicari-cari pedagang lain. Jadi untuk jual beli semacam ini memang menurut agama tidak boleh tapi ternyata masyarakat masih melakukan hingga kini
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Wawancara dengan Ibu Ambar
[image: C:\Users\Lenovo\Documents\foto ruro cantik\IMG_20210829_171433.jpg]
Wawancara dengan Pak Hariyanto
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Wawancara dengan Pak Samsul
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RIWAYAT HIDUP

[image: IMG-20180504-WA0048]Siti Mabruro dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 1999 tepatnya di Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, anak pertama pasangan dari Bapak Tarsudi dan Ibu Musta’ina. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDI Addasuqi Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo pada tahun 2011. 
Pendidikan berikutnya peneliti melanjutkan di SMPI Addasuqi Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Addasuqi Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo.Pengalaman organisasi yang pernah di ikuti oleh peneliti sewaktu masa aliyah dengan mengikuti organisasi Osis hingga lulus pada tahun 2017. 
Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan mengambil jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum hingga lulus pada tahun 2021 tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Selama menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi peneliti menetap di Pesantren Al Kautsar yang berada di sebelah timur Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan inilah tahap terakhir bagi peneliti untuk bisa lulus pendidikan strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.








PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama	: Siti Mabruro
NIMKO	: 2017.12.02.41.0455
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

	Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
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